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Prakata 

Brosur ini merupakan ringkasan dari buku “Pedoman Pelayanan Peringatan Dini Tsunami InaTEWS” 
yang diterbitkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebagai penyedia 
peringatan dini dalam Sistem Peringatan Dini Tsunami di Indoenesia (InaTEWS) pada tahun 2012. 

Buku pedoman tersebut terdiri dari 12 pedoman yang menjelaskan peran dan tanggung jawab para 
lembaga-lembaga dan pelaku-pelaku kunci di dalam menerima, memahami, dan bereaksi terhadap 
peringatan dini tsunami dari BMKG. Pedoman ini ditujukan bagi segenap jajaran di lingkungan 
Pemerintahan Daerah terutama badan-badan yang secara langsung bertanggung jawab terhadap 
penanggulangan bencana terutama di bidang kesiapsiagaan dan penanganan situasi darurat di 
daerah. Diantara badan-badan tersebut adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 
dan terutama para pejabat yang berwenang mengambil keputusan dalam situasi darurat.  

Buku pedoman ini penting karena semua pemangku kepentingan harus memiliki visi yang sama 
terhadap bencana, InaTEWS dan kesiapsiagaan tsunami sehingga diharapkan akan tercipta sinergi 
yang baik diantara mereka. 
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Pedoman   1:   Indonesia Rawan terhadap Bencana Tsunami Lokal 

Pedoman   2: InaTEWS – Sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia dan Pemberdayaan 
Masyarakat 
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tsunami, Berita Peringatan Dini Tsunami dari BMKG, serta Arahan dari 
Pemerintah Daerah 
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Pedoman 1: Indonesia Rawan terhadap Bencana Tsunami  
Lokal 

Indonesia rawan terhadap bencana tsunami lokal karena 
sebagian daerah pantainya dekat dengan sumber 
tsunami. Bencana tsunami dapat terjadi kurang lebih 30 
menit setelah gempabumi terjadi. 

 



 



 

Pedoman 2: InaTEWS — Sistem Peringatan Dini Tsunami 
Indonesia dan Pemberdayaan Masyarakat 

Peringatan dini adalah kombinasi kemampuan teknologi 
dan kemampuan masyarakat untuk menindaklanjuti hasil 
dari peringatan dini tersebut. Peringatan dini sebagai 
bagian dari pengurangan resiko bencana tidak hanya 
mengenai peringatan yang akurat secara teknis, tetapi 
juga harus membangun pemahaman risiko yang baik dari 
suatu peringatan, menjalin hubungan antara penyedia 
dengan pengguna peringatan, dan juga meningkatkan 
kemampuan otoritas dan masyarakat untuk bereaksi 
secara benar terhadap peringatan dini. Jika salah satu 
komponen tersebut tidak terpenuhi, maka sistem 
peringatan dini tidak akan berhasil secara keseluruhan. 



 



 

Pedoman 3:  Peran dan Tanggung Jawab Lembaga dan  
Masyarakat di dalam Rantai Komunikasi 
Peringatan Dini Tsunami 

BMKG menyediakan berita gempabumi dan berita 
peringatan dini tsunami serta menyampaikannya 
kepada institusi terkait, di antaranya BNPB, pemerintah 
daerah dan media yang kemudian menyampaikan dan 
ditindaklanjuti oleh masyarakat. Pemerintah Daerah 
diharapkan dapat membuat keputusan evakuasi jika 
diperlukan. 

 





 

Pedoman 4: Perangkat Observasi Gempabumi dan 
Tsunami 

Perangkat observasi dibedakan menjadi tiga, yaitu 
observasi gempabumi dengan seismograf, observasi 
deformasi kerak bumi dengan GPS, serta observasi 
tsunami dengan tide gauge, buoy, CCTV, dan radar 
tsunami. Data dikirim ke pusat peringatan dini tsunami di 
BMKG melalui jaringan komunikasi dan diproses untuk 
mendapatkan skenario ancaman tsunami.  
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Pedoman 5: Urutan dan Isi Berita Peringatan Dini 
Tsunami InaTEWS 

BMKG menerbitkan berita gempabumi atau berita 
peringatan dini tsunami dalam kurun waktu 5 menit 
setelah gempabumi terjadi yang kemudian diikuti oleh 
beberapa kali berita pemutakhiran dan diakhiri berita 
ancaman tsunami telah berakhir. Berita peringatan dini 
berisi tingkat ancaman tsunami untuk wilayah 
kabupaten dengan status “Awas”, “Siaga” dan 
“Waspada”. 



     



 

Pedoman 6:  Penyebaran Berita Gempabumi dan Berita 
Peringatan Dini Tsunami oleh BMKG 

BMKG mengirimkan berita gempabumi dan berita 
peringatan dini tsunami kepada masyarakat melalui 
pemerintah daerah, institusi perantara, dan media 
dengan menggunakan berbagai moda komunikasi.  

 



 



 

Pedoman 7:  Pemerintah Daerah – Pelaku Utama dalam 
Pelayanan Peringatan Dini Tsunami kepada  
Masyarakat  

Pemerintah daerah yang sudah menerima berita dari 
BMKG wajib mengarahkan masyarakat di daerah yang 
mengalami gempabumi/ancaman tsunami untuk 
tindakan penyelamatan diri. 





 

Pedoman 8: Penerimaan Peringatan Dini Tsunami oleh  
     Pemerintah Daerah 

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa mampu 
menerima berita gempabumi atau berita peringatan dini 
tsunami serta saran dari BMKG secara tepat dan 
sepanjang waktu (24/7) melalui berbagai alat 
komunikasi.  
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Pedoman 9: Pengambilan Keputusan oleh Pemerintah 
Daerah 

Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengambil 
keputusan tentang tindakan di daerah mereka (yaitu atau 
tidaknya melakukan evakuasi) secara cepat dan tepat 
waktu berdasarkan peringatan dini tsunami dan saran 
dari BMKG, serta Prosedur Standar Operasi (SOP). 

 





 

Pedoman 10: Penyebaran Berita Peringatan Dini Tsunami 
dan Arahan oleh Pemerintah Daerah 

Pemerintah Daerah diharapkan mempunyai perangkat 
komunikasi untuk menyebarluaskanberita peringatan 
dini tsunami secara luas dan memberikan arahan 
evakuasi. Salah satu sarana yang digunakan sebagai 
tanda untuk evakuasi adalah dibunyikannya sirene. 
Sirene akan dibunyikan selama 3 menit dan berulang-
ulang. 
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Pedoman 11: Strategi Bertindak Masyarakat terhadap 
Tanda Peringatan Alam untuk Tsunami, 
Berita Peringatan Dini Tsunami dari BMKG 
serta arahan dari Pemerintah Dareah 

Apabila masyarakat bertempat tinggal di wilayah 
pantai  merasakan gempabumi kuat, segera lakukan 
evakuasi ke tempat yang aman dan cari arahan dari 
pemerintah daerah. Berita peringatan dini tsunami dari 
BMKG berisi tingkat ancaman dan saran yang 
kemudian diterjemahkan menjadi arahan resmi dari 
pemerintah daerah untuk melanjutkan evakuasi atau 
membatalkan evakuasi jika tidak ada ancaman 
tsunami. 





 

Pedoman 12:  Saran Kesadaran dan Kesiapsiagaan 
Tsunami di Daerah 

Kesiapsiagaan tsunami di daerah tergantung pada 
kesiapsiagaan SKPD (Satuan Kerja Pemerintah 
Daerah) dan masyarakat. Demi terlaksananya 
kesiapsiaagan tsunami di daerah, pemerintah daerah 
bersama pemangku kepentingan lainnya 
berkewajiban mengkaji risiko tsunami, 
mempersiapkan perencanaan kontinjensi bencana 
dan evakuasi tsunami, mengembangkan 
kelembagaan dan infrastruktur untuk pelayanan 
peringatan dini, membuat peraturan daerah tentang 
penanggulangan bencana serta meningkatkan 
kesadaran dan respons terhadap risiko tsunami. 

 



 



 



 



 

 


